
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 62 TAHUN 2004 SERI D.43

PERATUR AN DAERAH KABUPATEN CIRE3ON

NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANIS ASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pemberdayaan Masyaraka t
berdasarkan Peratu ran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun
2004, per !u mengatur Organisas i dan Tata Ker ja Badan Pemberdayaan
Masyaraka t;

b. bahwa berdasarkan Pasa! 2 Peratu ran Daerah Kabupa ten Cirebon
Nomor 46 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Badan Pemberdayaan
Masyaraka t, maka Organisas i dan Tata Ker ja Badan Pemberdayaan
Masyaraka t per lu ditetapkan dengan Peratu ran Daerah .

Mengingat : 1. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara tangga l 8 Agustus 1950);

2. Undang -Undana Republ ik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 ten tan g
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 3041);

3. Undang -Undang Republ ik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3839);

4. Undang -Undang Republ ik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 ten tang
Per imbangan Keuang an Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
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(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang -Undang Republ ik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 ten tang
Perubahan Atas Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 8 Tahun
1974 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Nomor 3890);

6. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994
ten tang Jabatan Fungsiona l Pegavvai Negeri Sip il (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3547);

7. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
ten tang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tam bahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
3952);

8. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000
ten tang Peng flc .,i katan Pegawai Negeri Sip il dalam Jabatan
Struktura l (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4018);

9. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002
ten tang Perubahan atas Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sip il
dalam Jabatan Struktu ral (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 4194);

10. Peratu ran Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003
ten tang Pedoman Organisas i Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4262);

11. Pe ratu ran Pemeri ntah Republ ik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
ten tang Wewenang Pengangka tan , Pemindahan dan Pemberhen tian
Pegawai Negeri Sip il (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 4263);

12. Peratu ran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 ten tang
Teknik Penyusunan Peratu ran Daerah (Lembaran Daerah Kabupa ten
Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Ser i D.1);

13. Peratu ran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2004 ten tang
Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyaraka t (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 61 Ser i D.42).
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Dengan persetujuan

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peratu ran Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Daerah ada lah Kabupa ten Cirebon ;
b. Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kabupa ten Cirebon ;
c. Bupati ada lah Bupati Cirebon ;
d. Sek retaris Daerah ada lah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
e. Badan ada lah Badan Pemberdayaan Masyaraka t Kabupaten Cirebon

;
f. Kepaia Badan ada lah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Cirebon ;
g . Kelompok Jabatan Fungsiona l ada lah Kelompok Pegawai Negeri Sip il

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melaksanakan keg iatan yang sesuai dengan pro fesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok Badan .

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan ada lah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang
Pemberdayaan Masyaraka t.

(2) Badan dip imp in oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan
ber tanggung jawab kepada Bupati melalu i Sek retaris Daerah .

BAB III
TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan
tugas kewenangan di bidang Pemberdayaan Masyaraka t.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebaga imana dimaksud dalam Pasai
3, Badan mempunyai fungs i :

a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan ;
b. Perumusan keb ijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan masyaraka t

;
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c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya desa dan
kelurahan ;

d. Pelaksanaan keg iatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
keswadayaan masyarakat desa dat i kelurahan ;

e. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyaraka t ;
f. Pembinaan dan pengembangan teknolog i tepat -guna ;
g. Pelaksanaan keg iatan pembinaan dan pengembangan manajemen

pembangunan Desa dan Kelurahan ;
h. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa dan Kelurahan ;
i. Pelaksanaan fungs i lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

keweriangannya.

BAB V
SUSUNAN ORG ANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisas i Badan terdir i atas :

a. Kepala Badan ;

b. Bag ian Tata Usaha, yang membawahi :
1) Sub Bag ian Umum ;
2) Sub Bag ian Program ;

c. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan , yang membawahi :
1) Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Kelurahan ;
2) Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan .

d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna,
yang membawahi :
1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyaraka t dan Teknologi

Tepat Guna;
2) Sub Bidang Usaha Pemberdayaan Keluarga.

e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyaraka t, yang membawahi

1) Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyaraka t
2) Sub Bidang Bina Keswadayaan Gotong Royong asyarakat .

f. Kelompok Jabatan Fungsiona l.

(2) Bagan Struktur Organisas i sebaga imana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bag ian tidak terpisahkan
dar i Peratu ran Daerah ini .

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsiona l mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungs ional sebaga imana dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) huruf f, akan ditetapkan leb ih lan jut dengan Keput usan Bupati .



5

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungs ional terdir i dar i sejumlah tenaga fungs ional
yang dia tur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

(2) Jumlah tenaga fungs ional sebaga imana dimaksud ayat (1) , ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban ker ja.

(3) Jen is dan jen jang Jabatan fungs ional sebaga imana dimaksud pada ayat
(1) , dia tur berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsiona l m empunya i tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

(1) Hal -hal yang menjad i tugas dan kewenangan Badan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dip isahkan.

(2) Pelaksanaan fungs i Badan sebaga i peiaksana tugas Pemerintah
Daerah, keg iatan operas ionalnya diselenggarakan oleh Bag ian Tata
Usaha, Sub Bag ian, Bidang dan Sub Bidang ser ta Kelompok Jabatan
Fungsional menuru t bidang tugasnya.

(3) Set iap pimpinan satuan or gan isasi di lingkup Badan ber tanggung jawab
secara ber jen jang kepada atasan langsung mas ing -mas ing dan waj ib
melaksanakan prinsip koordinas i, integrasi , sinkronisasi dan
simpli fik asi .

(4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinas i dengan
instans i terkai t lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

(1) Kepala Badan waj ib member ikan laporan pelaksanaan tugasnya
secara berkala kepada Bupati melalu i Sekretaris Daerah.

(2) Penria turan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman
pada keten tuan peraturan perundang -undan gan.

Bagian Ket iga
Hal Mewaki li

Pasal 10

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk
Kepala Bag ian Tata Usaha.

(2) Dalam hal Kepala Bag ian Tata Usaha berhalangan, Kepala Badan
dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau
berdasarkan sen ior itas.

BAB VII I
KEPEGAWAI AN

Pasal 11

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhent ikan oleh Bupati atas usu l
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Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan
kua lif ikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(2) Kepala Badan ber tanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan
kepegawaian di lingkup Badan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Badan bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peratu ran
perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati .

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisas i yang telah ada sebelum ber lakunya
Peratu ran Daerah ini , mas ih tetap ber laku sampai pengis ian jabatan
struktura l berdasarkan Peratu ran Daerah ini .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ber lakunya Peratu ran Daerah ini , maka Peratu ran Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2002 ten tang Perubahan atas
Peratu ran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 ten tang
Organisas i dan. Tata Ker ja Badan Pemberdayaan Masyaraka t dinyatakan
tidak ber laku.

Pasal 16

Peratu ran Daerah ini mulai ber laku pada tanggal diundangk an.

Agar set iap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan
Peratu ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon.
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Ditetapkan di Sumber
pada tangga l 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004NOMOR 62
SERI D.43
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